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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Transparansi adalah keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan 

pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh 

atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan 

ketaatannya pada peraturan perundang-undangan menurut Tanjung (2014 : 11). Menurut 

Mardiasmo (2006 : 18) transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan 

informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang 

membutuhkan informasi, pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi 

lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan. Sedangkan menurut Adrianto (2007 : 12) transparansi adalah keterbukaan secara 

sungguh-sungguh, menyeluruh dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan 

masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. 

Berdasarkan pendapat dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa transparansi dapat berupa 

pemberian informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat dengan pertimbangan 

bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas 

pertanggungjawaban dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan. Dalam negara demokrasi, 

"pelaporan keuangan yang transparan" merupakan sesuatu yang dituntut oleh rakyat kepada 

pemerintahnya. Bahwa pengukuran kinerja pemerintah memiliki kaitan erat dengan transparansi. 

Tuntutan adanya transparansi membawa dampak terhadap dalam proses pengembangan 

manajemen pemerintahan di Indonesia. Maka dibutuhkan pemerintah yang transparan untuk 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Pemerintah dikatakan 

transparan jika penyelenggaraan pemerintah dapat diakses dan diketahui dengan mudah oleh 

masyarakat sehingga masyarakat bisa memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah. Dari 
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pendapat Regina (2016 : 67) yang berkata masih kurangnya pertanggungjawaban pemerintah pada 

setiap anggaran dan realisasi yang dicapai pada setiap kegiatan, pemerintah selalu memberi 

penjelasan kepada masyarakat yang sulit dicermati oleh masyarakat sehingga masyarakat kurang 

yakin atas pendapat yang diberikan pemerintah pada kegiatan yang diselenggarakan dengan 

anggaran dana yang tidak terhitung nilainya. 

Menurut Foster (2008 : 212) anggaran adalah pernyataan kuantitatif dari suatu rencana 

kegiatan yang dibuat manajemen untuk periode tertentu dan alat yang membantu 

mengkoordinasikan hal- hal yang perlu dilakukan guna mengimplementasikan rencana tersebut. 

Lalu, Munandar (2010 : 1) menjelaskan anggaran  adalah suatu rencana yang disusun secara 

sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter 

dan berlaku untuk jangka waktu pendek (periode) tertentu yang akan datang. Anggaran sebagai 

salah satu alat bantu                      manajemen memegang peranan penting karena dengan anggaran manajemen 

dapat merencanakan, mengatur, dan mengevaluasi jalannya suatu kegiatan. Nafarin (2012 : 19) 

menyatakan bahwa anggaran adalah rencana                         tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang 

dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan 

uang. Sedangkan pengertian anggaran menurut Haruman (2010 : 6) bahwa anggaran adalah 

rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber 

pendapatan yang diharapkan  untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu. Pelaksanaan 

anggaran adalah aktivitas atau  usaha-usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan semua rencana 

dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan menurut BPKP (2011 : 56). 

Di Indonesia pada awalnya secara resmi digunakan istilah begrooting untuk        menyatakan 

pengertian anggaran. Namun sejak proklamasi kemerdekaan, digunakan istilah Anggaran  

Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana terdapat dalam pasal 23 ayat (1) UUD 1945  dan 

dalam perkembangannya ditambahkan kata negara menjadi Anggaran  Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN). APBN ini merupakan perwujudan dari pengelolaan keuangan negara secara 

tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,                  transparan dan 
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bertanggung jawab. APBN menurut Halim (2004), adalah rencana pengeluaran atau belanja juga 

penerimaan dan pembiayaan belanja suatu negara untuk periode tertentu. Sedangkan menurut 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2009), APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah 

negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang                  masa berlakunya dari tanggal 1 

Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenan. 

APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam 

rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan 

ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan 

arah serta prioritas pembangunan secara umum. Fungsi APBN agar dapat berjalan secara optimal, 

maka sistem anggaran dan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan 

cermat dan sistematis. Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pengeluaran dan 

penerimaan  negara agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangka melaksanakan kegiatan-

kegiatan kenegaraan demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, 

pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta pada akhirnya ditujukan untuk tercapainya 

masyarakat adil dan makmur material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

Menurut Bastian (2010) APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan 

setiap tahun dengan undang-undang. APBN yang disusun harus sesuai dengan kebutuhan 

penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Anggaran  Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) adalah daftar rencana keuangan yang berisi tentang pendapatan dan pengeluaran 

negara selama periode tertentu atau biasanya satu tahun. Dimana  periode APBN dari tanggal 1 

Januari sampai dengan 31 Desember. 
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Tabel 1 Realisasi Anggaran Belanja Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi 

Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 

 

Nama Kegiatan  

Anggaran Realisasi Sisa 

Belanja Keperluan Perkantoran 19.680.000  7.206.000 

Konsumsi Kegiatan Penerimaan 

Delegasi/Aspirasi Masyarakat dan 

Daerah 

 

10.800.000 

 

4.950.000 

 

5.850.000 

Fotocopy 1.680.000 364.000 1.316.000 

Koran / Majalah 4.200.000 4.020.000 180.000 

Bahan Pendukung Operasional 

Pemeliharaan 

3.000.000 3.140.000 (-140.000) 

    

Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos     

Ekspedisi 2.400.000 265.007 2.134.993 

    

Belanja Barang Operasional Lainnya 5.400.000  - 

Pakaian dan Perlengkapan Satpam 3.000.000 3.000.000 - 

Pakaian Kerja Dinas 2.400.000 2.400.000 - 

    

Belanja Barang Persediaan Barang 

Konsumsi 

7.200.000  118.600 

ATK 4.800.000 4.736.400 63.600 

Bahan Komputer 2.400.000 2.345.000 55.000 

    

Belanja Langganan Listrik    

Biaya Langganan Listrik 180.000.000 180.000.000  

Belanja Langganan Telepon    
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Biaya Langganan Telepon 125.000.000 125.000.000  

Belanja Langganan Air    

PDAM 42.000.000 42.000.000  

    

Belanja Langganan Daya dan Jasa 

Lainnya 

36.000.000  - 

Langganan Jaringan Internet 24.000.000 24.000.000  

Langganan Jaringan Televisi 12.000.000 12.000.000  

    

Belanja Sewa 143.000.000  - 

Sewa Kendaraan Angkutan Barang 8.000.000 -  

Sewa Rumah Dinas Kepala Kantor DPD 

RI 

35.000.000 -  

Sewa Rumah Dinas 4 Kasubbag Kantor 

DPD RI 

100.000.000 -  

    

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung 

dan Bangunan 

115.400.000 112.315.500 3.084.500 

Pemeliharaan Gedung Kantor 90.000.000 - 89.325.000 

*Retribusi Sampah  675.000  

Pemeliharaan Jalanan dan Halaman Parkir 2.200.000 - 2.200.000 

Pemeliharaan Taman 2.200.000 - 2.200.000 

Pemeliharaan Taman Indoor 4.000.000 - 4.000.000 

Maintenance & Repair Mekanikal dan 

Elektrikal 

6.000.000 315.000 5.685.000 

Penggantian lampu 5.000.000 - 5.000.000 
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Sumber : Data dari Kepala Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumatera Selatan. 

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa masih terdapat banyak kegiatan yang masih 

memiliki sisa anggaran pada kegiatan Belanja Keperluan Perkantoran, Kegiatan Belanja 

Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat, Kegiatan Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi, 

Kegiatan Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Kegiatan Belanja Biaya 

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, karena realisasi pada kegiatan tersebut lebih kecil 

dibandingkan anggaran yang sudah ditentukan, selain itu pada kegiatan Belanja Sewa tidak 

terdapat informasi mengenai realisasi anggaran dan sisa anggaran. Namun, dibeberapa kegiatan 

lainnya terdapat anggaran pendapatan dan realisasi anggaran yang sesuai diantaranya kegiatan 

Belanja  Barang Operasional Lainnya, Kegiatan Belanja Langganan Listrik, Kegiatan Belanja 

Penggantian langit-langit ruangan 3.000.000 - 3.000.000 

Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan 

Kantor 

3.000.000 - 3.000.000 

    

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan 

Mesin 

46.400.000 39.992.500 6.407.500 

Pemeliharaan Sarana/Prasarana/Peralatan

 (Komputer, Laptop, 

Printer,CCTVdll) 

 

4.000.000 

-  

4.000.000 

Pemeliharaan AC 8.400.000 23.152.500 (-14.752.500) 

Pemeliharaan Lift 3.000.000 - 3.000.000 

Operasional Mesin/Generator (Beli mesin 

pompa air) 

1.000.000 450.000 550.000 

    

Bahan Bakar Minyak 28.800.000 28.028.550 771.450 

TOTAL  722.480.000 710.727.201 11.752.799 
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Langganan Telepon, Kegiatan Belanja Langganan Air, Kegiatan Belanja Langganan Daya dan Jasa 

Lainnya. Dikarenakan beberapa anggaran pada kegiatan masih terdapat sisa, sehingga dana 

anggaran tersebut dapat dimanfaatkan di beberapa kegiatan lain untuk mengoptimalkan 

pembangunan pada kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumatera Selatan, namun tentunya 

kegiatan pemanfaatan dana tersebut harus jelas dan sesuai dengan kebutuhan. Berikut observasi 

yang dilakukan Bersama Kepala Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumatera Selatan, yakni 

Bapak Yuni Samsi Agus:  

      “Karena untuk kantor Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sendiri masih 

dalam lingkup APBN bukan APBD atau belum memiliki otonom sendiri, sehingga untuk 

seluruh kegiatan yang menyangkut anggaran tentu harus sesuai persetujuan dari pusat 

terlebih dahulu dan harus sesuai dengan peraturan yang ada,  maka untuk pemanfaatan 

anggaran yang masih memiliki sisa beserta pengajuan belanja diluar APBN harus melalui 

prosedur yang jelas dan melewati proses yang panjang agar anggaran tersebut disetujui 

pusat”. (Hasil observasi 29 November 2021) 

Berdasarkan observasi diatas membuktikan terdapat prosedur yang panjang dalam 

pemanfaatan anggaran belanja kantor Dewan Perwakilan Daerah di pusat, sehingga pada tahapan 

tersebutlah dapat dibuktikan apakah terdapat kejelasan kegiatan, keterbukaan informasi, atau 

segala hal yang berkaitan dengan transparansi pada anggaran belanja tersebut sehingga adanya suatu 

penelitian sangat diperlukan untuk mendapatkan data dan informasi  yang mendalam dan mendekati 

kenyataan tentang transparansi anggaran belanja di kantor Dewan Perwakilan Daerah oleh sebab 

itu berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul 

“Transparansi dana anggaran belanja di kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumatera 

Selatan”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah yang akan diteliti dan dibahas dalam 

penelitian ini yaitu seperti apa dan bagaimana Transparansi dana anggaran belanja di kantor Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD) Sumatera selatan.   

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

Transparansi dana anggaran belanja di kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumatera Selatan. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, maka dapat diharapkan kegunaan atau manfaat dari hasil 

penelitian. Manfaat penelitian dapat dibagi atas dua bagian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat 

praktis yakni : 

1. Manfaat Teoritis 

Pada penelitian ini diharapkan mendapatkan hasil, sehingga dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan bagi perkembangan Ilmu Administrasi Publik, khususnya konsentrasi Keuangan 

Negara dan Fiskal dalam memahami Transparansi Dana Anggaran Belanja Di Kantor Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD) Sumatera Selatan. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu referensi serta sebagai rekomendasi 

suatu kebijakan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, untuk meningkatkan 

penyaluran dana anggaran di kantor Dewan Perwakilan  Daerah (DPD) Sumatera Selatan agar 

dapat disalurkan dengan baik. 
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